
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penulis di atas, terdapat setidaknya 2 (dua) 

kesimpulan yang dapat penulis sampaikan, sebagai berikut: 

1. Komnas HAM menggunakan instrumen rekomendasi sebagai alat 

penting dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam 

setiap kasus yang ditangani, Komnas HAM melakukan serangkaian 

investigasi, pengumpulan data, serta kajian mendalam untuk 

memastikan bahwa setiap aspek pelanggaran HAM teridentifikasi 

dengan jelas. Hasil dari proses ini diwujudkan dalam bentuk 

rekomendasi yang berisi langkah-langkah konkret yang perlu diambil 

oleh pihak-pihak terkait, baik pemerintah, lembaga negara, maupun 

aktor non-negara, untuk mengatasi dan memperbaiki situasi 

pelanggaran tersebut. Rekomendasi ini sering kali mencakup tindakan 

spesifik seperti pemulihan hak korban, penuntutan terhadap pelaku, 

serta reformasi kebijakan atau institusi yang dianggap bertanggung 

jawab atas pelanggaran tersebut.  

2. Kedudukan rekomendasi Komnas HAM dalam menangani dugaan 

pelanggaran HAM adalah sebagai saran moral untuk para pihak-pihak 

penerima rekomendasi. Rekomendasi ini tidak memiliki daya paksa 

seperti halnya putusan pengadilan yang memiliki daya paksa untuk 

dipatuhi oleh pihak-pihak atau tidak bersifat legal binding. 

 

 



 

 

B. Saran 

Setelah sampai pada kesimpulan, penulis memiliki 3 (tiga) saran yang 

ingin disampaikan terkait dengan subtansi pembahasan yang telah dijabarkan, 

sebagai berikut: 

1. Saya menyarankan, agar kewenangan Komnas HAM diperkuat dengan 

adanya aturan khusus yang mengatur mengenai tindaklanjut dari 

rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM; 

2. Agar para pihak yang mendapatkan rekomendasi terkait dengan dugaan 

pelanggaran Hak Asasi Manusia dari Komnas HAM, untuk mematuhi 

isi rekomendasi tersebut demi terlaksananya amanat konstitusi terkait 

dengan jaminan dan perlindungan terhadap HAM; dan 

3. Agar pemerintah bersama DPR-RI mengesahkan aturan hukum yang 

mengatur terhadap pengawas rekomendasi yang dikeluarkan oleh 

Komnas HAM untuk mengawasi pelaksanaan dari rekomendasi 

tersebut. 

 


